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ABSTRAK 

Tesis ini mengkaji tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Masalah 

akademik dari pemilihan topik ini adalah kedudukan mahar dalam fikih munakahat 

adalah sebagai syarat sah perkawinan. Namun demikian, hukum Islam maupun 

hukum positif Indonesia tidak menentukan jenis, bentuk, dan jumlah mahar. Dalam 

sistem perkawinan adat Muna, secara faktual terdapat tata cara tersendiri dan unik 

dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini 

adalah, pertama, bagaimana praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif 

hukum Islam? kedua apa nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar dalam 

perkawinan adat Muna? ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap praktek 

mahar dalam perkawinan adat Muna? Penelitian ini adalah penelitan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Muna dengan 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penulis gunakan teori akomodasi hukum yang dipertegas dengan teori receptie in 

complexu dan receptie. Hasil penelitian bahwa, pertama, praktek mahar perkawinan 

adat Muna berdasarkan pada stratifikasi, yaitu: golongan kaomu (bangsawan) dengan 

20 boka, golongan walaka (adat) dengan 10 boka 10 suku, golongan anangkolaki 

(pertanian) dengan 7 boka dan 2 suku dan golongan maradika dengan mahar 3 boka 

dan 2 suku. Penetapan mahar dan kepemilikan mahar perkawinan adat Muna 

bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan, pembahasan mahar dan bentuk serta 

kategori mahar dalam perkawinan adat Muna sejalan dengan hukum Islam. Kedua, 

nilai yang terkandung pada praktek mahar perkawinan adat Muna, yaitu nilai 

keseimbangan yang terdapat pada  penetapan mahar empat golongan masyarakat 

Muna. Nilai musyawarah terdapat dalam prosesi  penetapan mahar. Nilai ekonomis 

dan kerahasiaan dapat ditemukan pada prosesi penyerahan mahar yang menggunakan 

kain penutup. Ketiga, dua kelompok besar masyarakat Muna yang memberikan 

respon terhadap praktek mahar yaitu: kelompok konservatif (mempertahankan 

praktek mahar) dan reformis (memberikan pembaharuan praktek mahar). Faktor yang 

melahirkan kelompok konservatif, yaitu tingkat pendidikan, dan status sosial. Faktor 

yang melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman 

agama. Selanjutnya, teori receptie in complexu, yang menyatakan hukum Islam yang 

berlaku bagi pemeluknya, hanya berlaku secara konseptual pada masyarakat Muna. 

Sementara, pada tataran praktek mahar dalam perkawinan adat Muna justru hukum 

adat yang lebih dominan. Dengan kata lain, pada wilayah praktek mahar pekawinan 

adat Muna, justru berlaku teori receptie. Oleh karena itu, untuk dapat diakomodasi 

dalam membentuk fikih nasional, maka praktek mahar dalam perkawinan adat Muna 

terlebih dahulu mereduksi aspek yang bertentangan dengan hukum Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 

157/1987 dan 0593b/1987 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ba‟ B Be 

 ta‟ T Te 

 sa‟ Ś es (dengan titik di atas) 

 jim J Je 

 ha‟  ha (dengan titik di bawah) 

 kha‟ Kh ka dan ha 

 dal D De 

 zāl Ż zet (dengan titik di atas) 

 ra‟ R Er 

 zai Z Zet 

 sin S Es 

 syin Sy es dan ye 

 sad  es (dengan titik di bawah) 
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 dad  de (dengan titik di bawah) 

 ta‟ Ţ te (dengan titik di bawah) 

 Za  zet (dengan titik di bawah) 

 „ain „ koma terbalik di atas 

 gain G Ge 

 fa‟ F Ef 

 qaf Q Qi 

 kaf K Ka 

 lam L „el 

 mim M „em 

 nun N „en 

 wawu W W 

 ha‟ H Ha 

 hamzah „ Apostrof 

 ya‟ Y Ye 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah 

 Ditulis ‘iddah 

 

III. Ta’ Marbūt}ah di akhir kata 

a. bila dimatikan tulis h 
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 Ditulis H{ikmah 

 Ditulis Jizyah 

 

 (Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya)  

b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h 

 Ditulis Karāmah al-auliyā’ 

 

c. bila ta’ marbūt}ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāh al-Fitri 

 

IV. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

------ Fath}ah A A 

------ Kasrah I I 

------ D}ammah U U 

 

V. Vokal Panjang 

1. 
Fath}ah + alif  

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

jāhiliyyah 
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2. 
Fath}ah + ya‟ mati 

 

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

tansā 

3. 
Kasrah + yā‟ mati 

 

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

karīm 

4. 
D}ammah + wāwu mati 

 

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūd} 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. 
Fath}ah + yā‟ mati 

 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

2. 
Fath}ah + wāwu mati 

 

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum 

 Ditulis u’iddat 

 Ditulis la’in syakartum 

 

VIII. Kata sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf al Qamariyyah ditulis dengan huruf “I”.  

 Ditulis al-Qur’ân 

 Ditulis al-Qiyâs 

 

b. Bila diikuti huruf al Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya  
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 Ditulis as-Samâ’ 

 Ditulis asy-Syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis Zawi al-furūḍ } 

 Ditulis ahl as-Sunnah 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, 

lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Demikan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 merumuskan konsep perkawinan. Lebih 

lanjut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menyatakan perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 

Berbagai aturan dalam hukum perkawinan terdapat hal-hal yang menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari perkawinan tersebut. Salah satunya adalah masalah mahar. 

 Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui Qs.An Nisa: 4 
3
yaitu: 

 

Ayat di atas menginformasikan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian 

wajib dari suami kepada istrinya. Selain itu ayat tersebut menunjukan bawa Islam 

sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi 

hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar 

                                                           
1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 

2
Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 

3
 Q.s An Nisa [4]: 4 

1 
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hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya 

atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.
4
 

 Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih 

Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak mentukan jumlah atau kadar mahar. 

KHI pasal 31 menyebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan 

kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.
5
 Tidak adanya ketentuan tersebut 

maka adat (u’rf)  sebagai salah satu sumber hukum nasional dan sebagai dalil hukum 

dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengatur masalah 

mahar. 

Hubungannya dengan persoalan tersebut di atas, peneliti melakukan observasi 

awal pada praktek perkawinan masyarakat Muna. Pada obeservasi awal tersebut 

menunjukan, dalam perkawinan adat Muna terdapat tata cara tersendiri dalam 

menentukan kadar mahar. Penentuan kadar mahar menurut tokoh adat Muna 

tergantung pada status golongan seseorang dalam masyarakat. Sehingga terdapat 

pebedaan kadar mahar antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. 

Perbedaan penentuan mahar tersebut dilihat berdasarkan strata sosial, yaitu golongan 

kaomu (dari kalangan bangsawan), walaka (golongan adat, hukum, legislatif), 

anangkolaki (golongan yang menguasai perdagangan, pertanian), dan kaum maradika 

(rakyat jelata). Artinya, penentuan jumlah mahar yang dibayarkan akan berbeda 

                                                           
4
 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), hlm 83-84. 

5
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31 
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apabila pernikahan dilakukan dengan suku Muna yang sama namun strata sosial 

berbeda maupun pernikahan dengan suku yang berlainan.
6
 

Persoalan mahar merupakan hal yang sangat penting dan strategis pada 

prosesi perkawinan adat Muna. Artinya jika persoalan mahar telah selesai dan 

berhasil ditentukan maka dapat dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan 

dengan lancar. Sebaliknya, jika pembicaraan mahar tidak memperoleh kata sepakat 

maka dipastikan proses perkawinan akan gagal atau tersendat. Singkatnya, sukses 

tidaknya proses perkawinan dalam adat Muna ditentukan pada tahap pembahasan 

mahar. 

Hal tersebut di atas, didasari oleh pemahaman masyarakat Muna yang 

menggagap penentuan mahar  menunjukan keberadatan manusia di lingkungan sosial. 

Begitu sakralnya pemahaman tentang mahar, maka jenis dan jumlah mahar 

merupakan hal mutlak yang tidak boleh diganti oleh jenis atau benda apapun juga 

selain yang ditentukan oleh adat. Bahkan keyakinan masyarakat Muna (khususnya 

tokoh adat) apabila mengganti mahar dengan jenis di luar yang ditentukan, maka 

pihak-pihak yang melanggar tersebut akan mengalami kesulitan atau kesialan dalam 

kehidupan rumah tangga, misalnya: tidak mempunyai keturunan, sulit rezeki dan lain-

lain. Hal ini diyakini karena konsep mahar yang ditentukan tersebut memiliki 

kandungan nilai-nilai filosofis di dalamnya, sehingga wajib ditaati dan dilaksanakan. 

                                                           
6
 Wawancara dengan bapak La Ode Kapiko sebagai Tokoh adat Muna, pada tanggal 16 Agustus 

2014 
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Sungguhpun demikian, seiring perkembangan zaman lahir generasi/tokoh  

Muna baru  yang mulai memberikan respon bahkan mengkritisi tentang praktek 

mahar yang berdasarkan stratifikasi sosial sebagaimana terjadi selama ini. Generasi 

ini berpendapat bahwa sesungguhnya konsep mahar dalam adat Muna tidak mengenal 

stratifikasi sosial. Hal ini berdasarkan tinjauan sejarah, bahwa penetapan awal mahar 

pada masa lampau yang dilakukan oleh raja Muna VI (Sugi Manuru) kepada anak-

anaknya berdasarkan pada posisi dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. 

Ada anak raja yang berperan di pemerintahan (kaomu), ada anak raja yang berperan 

di bidang adat (walaka), serta ada yang berperan di bidang perdagangan 

(anangkolaki) dan seterusnya. Sehingga tidak tepat bila peran dan posisi anak raja 

terebut dipahami sebagai stratifikasi sosial, karena tidak mungkin anak-anak dari raja 

berstratifikasi berberda.
7
 Kelompok ini yang mencoba memberikan pandangan 

berbeda tentang konsep dan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. 

Dari berbagai persoalan dan keunikan di atas,  peneliti akan melakukan riset 

pokok untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktek mahar dalam perkawinan 

adat Muna. Selanjutnya mengungkap kandungan nilai dalam praktek mahar dan 

respon masyarakatnya terhadap praktek mahar tersebut. Maka dari itu, tesis ini 

berjudul “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna”(Studi di Kabupaten Muna, 

Sulawesi Tenggara)”. Penelitian terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat 

Muna penting karena secara normatif mendapat jaminan dalam Konstitusi. UUD 

                                                           
7
 Wawancara dengan bapak Aritonda, S.Ag, Tokoh Agama dan  adat Muna (Wakorumba 

Selatan),  pada tanggal 20 Agustus 2014 
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Negara Republik Indonesia Tahun1945 hasil amandemen ke dua pada pasal 18B ayat 

2 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam Undang-undang”. Selanjutnya disebutkan Pasal 28 I ayat 3: “Identitas 

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 

zaman dan peradaban.
8
 

Sejalan dengan keunikan aspek penetapannya, praktek mahar dalam 

perkawinan adat Muna sebagai suatu produk budaya tidak lepas dari pengaruh 

perkembangan zaman. Munculnya generasi baru, dengan pemahaman baru yang lebih 

kontekstual memberikan khazanah pembaharuan pada tataran konsep mahar adat 

Muna. Sehingga melahirkan suatu dinamika (pergumulan) antara golongan adat yang 

cenderung konservatif dengan generasi baru (tokoh agama, tokoh pendidikan) yang 

cenderung reformis. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji tentang prkatek 

mahar dalam perkawinan adat Muna serta mengungkap dinamika respon masyarakat 

terhadap praktek mahar tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

tiga pertanyaan pokok yaitu: 

                                                           
8
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B (2) dan Pasal 18 I 

(3) 
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1. Bagaimana praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif hukum 

Islam? 

2. Apa nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar dalam perkawinan adat 

Muna? 

3. Bagaimana respon masyarakat Muna terhadap pratek mahar dalam 

perkawinan adat Muna? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam peneitian ini adalah: 

1. Untuk mengungkap secara obyektif praktek pelaksanaan mahar perkawinan 

adat Muna yang ditunjau dalam prespektif hukum Islam. 

2. Untuk mengeksplorasi  dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada 

praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. 

3. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan respon masyarakat Muna terhadap 

praktek mahar dalam perkawinan adat Muna 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai temuan baru dan bahan informasi akademik yang berhubungan 

dengan kekhasan dan keunikan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna 

yang ditinjau dalam hukum Islam. 

2. Sebagai usaha akademik dalam melestarikan salah satu budaya nasional yaitu 

mahar dalam perkawinan adat Muna. 
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3. Sebagai tawaran pembaharuan konsep mahar dalam perkawinan adat Muna 

yang lebih sesuai dengan semangat persaamaan/egaliter sebagaimana yang 

diperintahkan dalam hukum Islam. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang 

membahas obyek yang sama. Untuk itu, penulis mencoba menelusuri karya-karya 

penelitian yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menunjukan posisi penelitian ini, 

sehingga terlihat jelas perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.  

Pertama, tesis Yanti Julia yang berjudul “Analisis Yuridis Penuntutan 

Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh 

Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)”. Permasalah yang dibahas dalam tesis Yanti Julia 

yaitu latar belakang kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri 

dalam perkawinan Islam. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami 

melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian serta pertimbangan 

hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian 

mahar. Teori keadilan dan kemashlahatan digunakan dalam menganalisis 

masalahnya. Hasil penelitiannya menunjukan, bahwa secara normatif kewajiban 

pembayaran mahar penetapannya berdasarkan Al-Qur’an surat [4]: 4, 20, 24, 25, 

dalam Al-Hadis, serta KHI pada  pasal 30. Dalam hukum Islam mahar yang telah 

diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri dan tidak bisa diminta 

kembali. Walaupun demikian mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami 

apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan 
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dari isteri. Majelis Hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat 

perceraian merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh 

isterinya tanpa alasan.
9 

Kedua, karya Abul Halim dengan judul “Konsep Mahar dalam Pandangan 

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. Pada tulisan tersebut memuat bagaimana konsep 

mahar dalam pandangan Prof. Khoiruddin Nasution serta relevansinya dalam konteks 

kekinian. Dalam hasil penelitian skripsi tersebut secara metodologis, Prof. 

Khoiruddin memaknai mahar sebagai pemahaman yang terkait dengan arti, tujuan 

dan prinsip nikah, untuk itu harus dilihat juga pemahamannya mengenai pernikahan. 

Kesimpulan yang diperolehnya adalah menurut Prof. Khoiruddin mahar merupakan 

simbol cinta dan kasih sayang pria terhadap wanita.
10

  

Ketiga, skripsi Syamsul Rizal yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Mahar 

Perkawinan di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Perspektif Hukum Islam”. Skripsi  

dibahas dengan dua pokok masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penetapan nahar 

perkawinan dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya dan Bagaimana pandangan hukum 

Islam terhadap penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya.
11

 

                                                           
9
Yanti Julia, Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan 

Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor:15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh), Tesis Fakultas Hukum Universitas 

Sumatra Utara (2013). Dalam  http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40224/6/Cover.pdf 

10
Abul Halim, Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, Skripsi 

Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009) 

11
Syamsul Rizal Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya 

Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2003) 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40224/6/Cover.pdf
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Keempat, Arif Rahman dalam karyanya: “Konsep Mahar dalam Pandangan 

Mahmud Mohammad Taha”. Pada tulisan ini menggunkan jenis penelitian studi 

kepustakaan (library research) terhadap pemikiran-pemikiran Mahmud Mohammad 

Taha mengenai konsep mahar. Selanjutnya Arif mengajukan dua pokok permasalahan 

sebagai rumusan masalah yaitu: Bagaimana gagasan dan argumentasi konsep mahar 

yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha? Dan bagaimana kontribusi dari 

gagasan konsep mahar yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha bagi 

perkembangan pemikiran Hukum Islam?  

Kelima, karya Nurfiah Anwar yang berjudul “Praktek Pelaksanaan Mahar 

dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum 

Islam”. Dua permasalah pokok yaitu: Bagaimana latar belakang pemikiran tokoh 

masyarakat Bone tentang pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan mereka? dan 

Bagaimana tinjauaan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat 

perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta dampak yang ditimbulkan bagi perkawinan 

itu sendiri. Dalam penelitianya menemukan bahwa praktek mahar dalam adat 

perkawinan Bugis Bone hanya terpelihara dalam bentuk pengucapan (lisan) mahar.
12

 

Keenam, karya Azwar Anas dengan judul “Konsep Mahar dalam Counter 

Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI")”, dengan pokok permasalahnya 

yaitu: apa latar belakang pembentukan konsep mahar dalam CLD KHI? Dan 

                                                           
12

Nurfiah Anwar, Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone 

dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2006)  
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bagaimana konsep mahar dalam Counter Legal Draft? Hasil penelitian Azwar 

menunjukan:   latar belakang konsep mahar dalam CLD KHI adalah pluralisme, 

nasionalitas, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. 

Selanjutnya, konsep mahar dalam CLD KHI harus memberikan mahar kepada calon 

pasangannya sesuai dengan kebiasaan.
13

 

Ketujuh, tesis karya Nurfaidah Said yang berjudul “Tanah Sebagai Mahar 

dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi 

Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah”. Rumusan masalah yang 

diteliti adalah bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian? 

Bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian? Dan bagaimana 

kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini? Hasil penelitian Nurfaidah yaitu, 

perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal, 

yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam 

perkawinannya. Terdapat 3 pola pemilikan perempuan atas tanah pemberian, yaitu (1) 

pemilikan tanah pemberian secara penuh (2) pemilikan tanah pemberian hanya 

sebagian; dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol. Kontrol 

perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas 

pemilikan.
14

 

                                                           
13

 Azwar Anas, Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD 

KHI), Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010). Dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR%20ANAS-FSH.pdf 
14 Nurfaidah Said yang berjudul “Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus 

Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah” 

Tesis Pascasarjana UI. Dalam http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73370&lokasi=lokal 
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Tabel 1. Kajian Pustaka 1 

No Penulis Judul Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Yanti 

Julia 

 

Analisis Yuridis 

Penuntutan 

Pengembalian 

Mahar Akibat 

Perceraian (Studi 

Putusan MS Aceh 

Nomor: 15/Pdt.g/ 

2011/Ms-Aceh) 

Normatif Secara normatif kewajiban mahar berdasarkan Q.s 

[4]: 4, 20, 24, 25, Al-Hadis, serta KHI  pasal 30. 

Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan 

kepada isteri menjadi hak milik isteri dan tidak bisa 

diminta kembali. namun mahar dapat dituntut 

kembali oleh seorang suami apabila perceraian 

terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta 

kesalahan dari isteri. Majelis Hakim memandang 

pengembalian mahar akibat perceraian adalah 

bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai 

oleh isterinya tanpa alasan. 

2 Syamsul 

Rizal 

Pelaksanaan 

Pemberian Mahar 

Perkawinan di 

Kecamatan Ingin 

Jaya Kabupaten 

Aceh Besar 

Perspektif Hukum 

Islam 

Penelitian 

lapangan 

Penetapan mahar masyarakat Ingin Jaya 

dilaksanakan saat proses peminangan. Kedua: 

ketentuan berapa kadar dan jumalah mahar dalam 

tradisi masyarakat Aceh cukup besar yang 

standarisasinya sangat ditentukan oleh faktor 

keturunan (1. Keturunan bangsawan 2. uleebelang, 

imeum 3. ureung 4. Ureung iku 25 ringgit 5. 

Keluarga miskin senilain 12 gr emas), kemudian 

faktor ekonomi (1. orang kaya 2. Keluarga biasa 3. 

Kalangan miskin senilai dan faktor pendidikan (1. 

Sarjana 2. SLTA, 3. SMP, 4. SD 

3 Arif 

Rahman 

:2006 

Konsep Mahar 

dalam Pandangan 

Mahmud Mohamad 

Taha 

Studi 

kepustakan 

Gagasan M.M Taha bahwa pada dasarnya Islam 

tidak memberatkan pemeluknya dalam 

melaksanakan syariat. Dalam masalah mahar 

terutama yang berbentuk materi menurut M.M Taha 

bukanlah termasuk rukun dan syarat sahnya 

pernikahan. menurut pendapatnya mahar yang 

berbentuk materi ia anggap sebagai harga 

pembelian seorang wanita yang  merupakan sisa-

sisa dari jaman jahiliyah.Kontribusi gagasan dari 

pemikiran M.M Taha dalam masalah mahar adalah 

terletak pada “tidak dijadikannya mahar sebagai 

syarat sah dalam perkawinan.. 

4 Abdul 

Halim 

Konsep mahar 

dalam pandangan 

Prof. Dr Khoirudin 

Nasution 

Library 

research 

Mahar menurut Prof. Khoiruddin adalah simbol 

cinta kasih dan sayang dari laki-laki kepada 

perempuan. Tidak ada relevansi yang signifikan 

pemikiran mahar Khoiruddin pada konteks kekinian 

yang semua akses publik terbuka pada laki-laki 

maupun perempuan. Mahar merupakan produk 

sosial budaya Arab yang ingin dikikis bertahap oleh 

Islam. 



12 
 

No Penulis Judul Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5 Nurfiah 

Anwar 

:2006 

Praktek 

Pelaksanaan Mahar 

dalam Perkawinan 

Masyarakat Bugis 

Bone dalam 

Perspektif Tokoh 

Adat dan Hukum 

Islam 

Lapangan Latar belakang pemikiran masyarakat bugis tentang 

kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam 

adat perkawinan adalah adanya tuntutan adat 

istiadat yang telah mengatur tentang simbol 

stratifikasi sosial dalam penyebutan mahar pada 

saat berlangsungnya akad nikah. Tinjauan hukum 

Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam 

adat perkawinan masyarakat Bugis Bone adalah 

pada dasarnya konsep perkawinan Islam 

mengutamakan prinsip sukarela dan adanya 

kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi, pada 

dasarnya hukum mahar dalam adat perkawinan 

masyarakat Bugis Bone adalah mubah dilaksanakan 

sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak, 

 

6 Azwar 

Anas 

:2010 

Konsep Mahar 

dalam Counter 

Legal Draft 

Kompilasi Hukum 

Islam (CLD KHI) 

Normatif Latar belakang konsep mahar dalam CLD KHI 

adalah pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, 

demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. 

Selanjutnya, konsep mahar dalam CLD KHI harus 

memberikan mahar kepada calon pasangannya 

sesuai dengan kebiasaan 

 

7 Nurfaidah 

Said 

Tanah Sebagai 

Mahar dalam 

Perkawinan Studi 

Kasus Perempuan 

Suku Bugis-

Makassar Di 

Sulawesi Selatan 

yang Menerima 

Tanah pada Waktu 

Menikah 

Empiris Perempuan dalam perkawinan suku Bugis-

Makassar sudah memahami sejak awal, yaitu 

pada proses pelamaran bahwa ia akan 

menerima tanah sebagai mahar dalam 

perkawinannya. Terdapat 3 pola pemilikan 

perempuan atas tanah pemberian, yaitu (1) 

pemilikan tanah pemberian secara penuh (2) 

pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; 

dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya 

sebagai simbol. Kontrol perempuan atas tanah 

terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan 

kontrol atas pemilikan 
 

 

 

 

 



13 
 

Letak perbedaan antara tesis ini dan tesis Yanti Julia pada jenis penelitian. 

Yanti Julia melakukan penelitian hukum normatif pada putusan hakim, sementara 

pada tesis ini meneliti secara empiris praktek mahar di lapangan sosial (Kabupaten 

Muna). Selain itu, terdapat pula perbedaan pada kerangka teori yang digunkan untuk 

menganalisis masalah. Pada pebedaan di level jenis penelitian normatif, terlihat pula 

pada penelitian Azwar Anas dengan judul “Konsep Mahar dalam Counter Legal 

Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI")”. 

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian Abdul Halim 

tentang “Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Khoirudin Nasution” terletak pada  

jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian Abdul  Halim adalah studi kepustakaan 

dengan menggunakan pendekatan sejarah dan normatif. Sedangkan penelitian ini 

adalah penelitian lapangan, yang mengkaji masalah mahar secara faktual di 

masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi. Perbedaan 

seperti ini, juga tampak pada penelitian Arif Rahman tentang “Konsep Mahar dalam 

Pandangan Mahmud Mohamad Taha” sebagaimana halnya penelitian Abdul Halim, 

penelitian Arif Rahman merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang 

digunakan pula sama, yaitu pendekatan sejarah dan normatif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Syamsul Rizal tentang 

“Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten 

Aceh Besar Perspektif Hukum Islam” teletak pada kedalaman wilayah kajian. 

Syamsul Rizal hanya mengkaji mahar pada wilayah prespektif hukum Islam 

sementara penelitian ini selain mengkaji mahar dalam prespektif hukum Islam, juga 
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mengkaji tentang respon masyarakat terhadap pelaksanaan mahar. Selain itu, terdapat 

pula perbedaan pada teori yang digunakakan dalam menganalisis masalah. Sementara 

itu, untuk penelitian Nurfiah Anwar tentang “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam 

Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum 

Islam” perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dan 

penggunaan teori. Nurfiah Anwar menjadikan Masyarakat Bugis Bone sebagai objek 

kajiannya sedangkan penelitian ini objeknya adalah Masyarakat Muna yang secara 

adat, budaya dan tradisi berbeda. Selain itu, penelitian Nurfiah Anwar tidak memiliki 

kejelasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sebagaimana penelitian 

Nurfiah Anwar, tesis Nurfaidah Said yang berjudul “Tanah Sebagai Mahar dalam 

Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang 

Menerima Tanah pada Waktu Menikah” menjadikan masyarakat Bugis sebagai lokus 

penelitiannya. Selain itu perbedaan teori yang digunakan, membuat penelitian 

Nurfaidah Said dan penelitian ini terlihat jelas perbedaannya. 

E. Kerangka teoritik 

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaanya sendiri. Oleh karena 

itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. 

Perbedaan inilah yang menunjukan bahwa setiap masyarkat memiliki ciri khasnya 

masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut 

local genius atau local prudencia atau kearifan-kearifan lokal.
15
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Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 

2009), hlm. 3 
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Komunitas masyarakat yang terdapat di indonesia ini setidaknya terdapat  

ratusan etnis yang eksis memiliki masyarakat adat dengan berbagai budaya dan tradisi 

di dalamnya. Termasuk keberadaan Adat perkawinan Muna dengan praktek  

maharnya yang unik sebagai karakter suku bangsa Muna yang mendiami daratan 

pulau Sulawesi bagian tenggara. Penduduk Muna secara umum bermukim di pulau 

Muna, sebagian pulau Buton bagian barat serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. 

Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab 

permasalahan penelitian ini adalah teori akomodasi hukum yang diungkapkan oleh 

Hasbi Ash Shiddieqy. Dalam teori ini Ash Shiddieqy menekankan pada pembentukan 

fikih Indonesia. Fikih Indonesia ialah fikih yang ditetapkan sesuai dengan 

kepribadian, tabiat dan watak Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut ash-

Shiddieqy mengkonsepsikan bahwa pertimbangan kehadiran tradisi (adat, ur’f) 

masing-masing daerah sebagai dasar pertimbangan utama pembentukan  hukum Islam 

baru. Úr’f sebagai hal yang timbul dari adat yang merupakan sesuatu terjadi berulang-

ulang dan dapat diterima oleh akal dan perasaan. Apabila sesuatu yang berulang-

ulang dilakukan berulang-ulang disuatu tempat atau daerah maka hal itu menjadi 

urusan yang makruf atau menjadi tradisi. Karena hukum akan terjaga eksistensinya 

apabila sesuia dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Sungguhpun adat 

(ur’f) merupakan sesuatu yang penting dalam pembentukan fikih Indonesia, akan 
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tetapi adat (ur’f) yang dimaksud tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prisip hukum 

Islam.
16

 

Gagasan tersebut memberikan gambaran bahwa paling tidak terdapat dua 

paradigma penting hukum Islam yang bisa diambil dalam proses pembentukan 

hukum keluarga Islam yang khas Indonesia, yaitu: pertama, kontekstual. Yakni Islam 

dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. 

Konsekuensinya, perubahan zaman dan tempat menjadi keniscayaan untuk 

melakukan penafsiran dan ijtihad. Dengan kemampuan melakukan adaptasi inilah 

sesungguhnya Islam bisa benar-benar shalih li kulli zaman wa makan. Kedua, 

menghargai tradisi lokal. Karakter ini dibangun dari kenyataan sejarah bahwa Islam 

tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam.
 17

 

 Terori akomodasi hukum ini, digunakan untuk menguji dan menilai, apakah 

praktek mahar dalam perkawinan adat Muna memenuhi kriteria untuk dijadikan dalil 

hukum, sehingga dapat diakomodasi dalam pembentukan fikih Indonesia. Untuk 

sampai pada hal tersebut, tentunya prinsip-prinsip hukum Islam dijadikan parameter 

dalam menguji dan menilai praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Dari proses 

penilaian dan pengujian ini, akan ditentukan dan diklasifikasi aspek-aspek dalam 

praktek mahar pada perkawinan adat Muna yang sesuai dengan nilai-nilai 

universalitas hukum Islam serta yang tidak sesuai. Sehingga pada akhirnya dapat 
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ditarik kesimpulan, bahwa praktek mahar dalam perkawinan adat Muna sebagai ur’f 

masyarakat Muna, layak/tidak layak untuk diakomodasi dalam pembentukan fikih 

Indonesia. 

Teori akomodasi hukum di atas, dipertegas oleh dua teori pemberlakuan 

hukum Islam  di Indonesia, yaitu: pertama, teori receptie in complexu. Teori receptie 

in complexu ini digagas oleh Salomon Keyzer yang belakangan dikuatkan oleh 

Cristian Van Den Berg (1845-1927). Maksud teori ini, hukum adat mengikuti agama 

yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang 

berlaku baginya. Dengan kata lain, teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang 

berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun, penting untuk dicatat, hukum 

Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, hukum perkawinan 

dan warisan.
18

 

Kedua, teori receptie yang dipelopori oleh Christian Snouck Horgronce 1857-

1936 dan dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh C. Van Vollen Houven dan 

Betrand ter Haar Bzn serta dilaksnakan oleh murid-muridnya. Menurut teori ini, 

hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi hukum kalau 

diterima (receptie) oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang 

menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.
19
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Kedua teori pemberlakuan hukum Islam di atas (receptie in complexu dan 

receptie), penulis gunakan dalam menguji dan menganalisis praktek mahar dalam 

perkawinan adat Muna. Sehingga, dapat diketahui apakah praktek mahar dalam 

perkawinan adat Muna yang dilangsungkan oleh masyarakat Muna selama ini 

merupakan implementasi dari hukum Islam (fikih munakahat) secara murni ataupun 

dengan variasi tambahan adat Muna (tidak bertentangan dengan hukum Islam) yang 

bersesuaian dengan teori receptie in complexu. Sebaliknya, apakah praktek mahar 

dalam perkawinan adat Muna murni merupakan hukum adat Muna.  Dengan 

masuknya hukum Islam pada tradisi tersebut setelah diresepsi oleh hukum adat. 

Artinya dalam konteks ini bersesuaian sesuai dengan teori receptie. 

Pemilihan teori receptie in complexu karena secara historis Kabupaten Muna 

merupakan bekas kerajaan Islam yang menetapkan Islam sebagai agama Kerajaan. 

Sementara teori receptie dipilih karena secara sosio-antroplogis masyarakat Muna 

sangat menjujung tinggi adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara 

turun-temurun. Oleh karena itu, kedua teori ini memiliki potensi besar untuk berlaku 

pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif, “yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 
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pada saat penelitian dilakukan”.
20

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. 

Sudjarwo menjelaskan bahwa: “penelitian kualitatif harus memiliki 

prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama objek yang 

diteliti”.
21

 Dari pandangan ini maka penjelasan hasil penelitian lebih banyak 

menggunakan penafsiran terhadap berbagai fenomena-fenemena dan data yang 

diperoleh di lapangan. 

2. Sumber Data 

Secara umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh 

data atau sumber data adalah objek informan. Untuk itu, maka peneliti dalam 

menetapkan objek informan menggunakan metode purposive dengan teknik 

snowball sampling, yaitu: sumber informasi yang diperlukan berkembang terus 

sampai mendapat jawaban yang memuaskan, atau jawaban telah valid sehingga 

tidak berkembnag lagi. Lexy J. Moleang mengatakan bahwa: 

“Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus (Snowball sampling) 

secara purposive (bertujuan) sampai data yang dikumpulkan dianggap 

memuaskan, alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti sendiri atau peneliti merupakan key instrument”.
22

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu: 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta:  PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234 
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a. Data Primer yaitu: data yang dikumpulkan melalui pihak pertama 

(biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain.
23

 

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

tokoh adat, tokoh agama, imam kampung yang memiliki pengetahuan 

memadai tentang mahar dalam perkawinan adat Muna. Selain itu data 

utama juga dapat diperoleh melalui obeservasi langsung pada proses 

pengurusan mahar. 

b. Data Sekunder yaitu: data yang dikumpulkan melalui pihak kedua 

(diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses 

pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, 

misalnya: BPS, Survei Riset Indonesia dll.
24

 Data sekunder ini berupa 

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada 

penelitian ini data sekunder atau data pendukung diperoleh bahan 

dokumen seperti buku adat Muna, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas 

masalah mahar serta buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat tiga macam cara pengumpulan data yang akan penulis gunakan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung 

tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang 

tidak terpendam.
25

 Teknik wawancara  penulis gunakan dalam rangka mencari 

informasi secara mendalam yang tidak tampak pada observasi maupun studi 

dokumen. Teknik ini merupakan teknik utama dalam memperoleh data. 

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada dengan para tokoh-

tokoh adat, tokoh-tokoh agama serta, tokoh-tokoh pendidikan di Kabupaten 

Muna mengenai konsep perkawinan adat Muna secara umum dan praktek 

maharnya secara khusus. Selanjutnya, peneliti mempertanyakan pula respon 

para tokoh-tokoh tersebut tentang praktek mahar dalam perkawinan adat 

Muna yang dilangsungkan selama ini. 

b. Observasi 

Teknik pengamatan (observasi), yaitu peneliti melakukan pengamatan 

terhadap objek pendukung. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan 

observasi pada proses pengurusan perkawinan dalam  adat Muna. Termasuk di 

dalamnya proses musyawarah pembahasan/penetapan mahar dan proses 

penyerahan mahar dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita baik 

secara simbolis maupun secara faktual. Hasil pengamatan ini kemudian 

peneliti kumpul (diakumulasikan) sebagai data pelengkap kemudian 

diredaksikan dalam tesis ini 

                                                           
25

Ibid., hlm. 225 



22 
 

c. Studi Dokumen 

 Pada studi dokumen, peneliti mencari data mengenai hal atau variabel 

yang berupa perkawinan adat Muna dan praktek maharnya, catatan data 

monografi Kabupaten Muna. Dokumen tersebut di antaranya dalam bentuk 

buku seperti: Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna, Nilai-nilai Budaya 

dan Sejarah Daerah Kabupaten Muna, Islam dalam Budaya Muna: Suatu 

Ikhtiar Menatap Masa Depan, Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi 

Tenggara, dll. Selain itu, terdapat  pula dalam bentuk kamus (Kamus Budaya 

Sulawesi Tenggara) dan dokumen dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Muna. Teknik ini sebagai pelengkap dalam mengumpulkan data di lapangan.  

4. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian (yaitu setelah data terkumpul), langkah selanjutnya adalah  

mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak bermakna 

jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode 

ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang 

berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data ini penulis 

menggunakan analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan praktek mahar 

dalam perkawinan adat Muna 

Data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis agar memperoleh data 

yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian 
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ini penulis menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis data, yang menurut 

Miles and Huberman ada 3 (tiga) langkah, yaitu : 

a. Reduksi Data, yaitu semua data dilapangan dianalisis sekaligus 

dirangkum, selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada 

hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

b. Display Data, yaitu: teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian 

singkat (text narative). 

c. Verifikasi Data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk 

menyimpulkannnya. Pada awal kesimpulan data masih kabur penuh 

dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu 

kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelola data di 

lapangan
26

. 

5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis 

dan antropologis. Pendekatan antropologis lebih menekankan pada aspek 

kebudayaan, sedangkan sosiologis lebih menekankan pada aspek struktur dan 
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proses sosial.
27

 Oleh karena itu, kedua pendekatan ini akan mendekati masalah 

mahar dalam perkawinan adat Muna yang merupakan produk budaya sebagai 

kajian antropologis dan mahar pada tataran praktek dalam masyarakat Muna 

sebagai kajian sosiologis. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Wiliam Wiersma menjelaskan: 

“Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai bahan 

perbandingan terhadap data yang ada. Trianggulasi dilakukan untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik dan teori.
28

 

Pada pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi 

metode.  

a. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian dengan sumber yang berbeda. Misalnya peneliti akan menguji 

data yang diperoleh dari tokoh agama dengan data yang diperoleh dari 

tokoh adat.  
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b. Triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

data observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang 

telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat 

dan sumber sehingga menjadi data akhir autentik sesuai masalah 

penelitian ini.  

G. Sistematika Pembahasan 

 Pada bagian ini akan disajikan sistematikan pembahasan. Tujuannya adalah 

agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan, sehingga  

mendapat pemahaman yang runut dan utuh. Oleh karena itu penulis membagi 

penelitian ini menjadi enam bagian pokok yaitu:  

 Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah 

dalam merumuskan dasar masalah penelitian khususnya yang berkaiatan dengan 

praktek mahar, selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian, 

serta tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari 

kegiatan penelitian tersebut (menemukan konsep mahar bagi masyarakat Muna). pada 

kajian pustaka, digunakan dalam rangka memberikan pemetaan perbedaan penelitian 

mahar yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, 

kerangka teoretik berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan khususnya 

yang berkaiatan dengan hukum adat perkawinan di Indonesia. Metode penelitian 

memuat tentang prosedur penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik 

analisis, pendekatan dan teknik pengecekan kevalidan data. 



26 
 

 Pada bab kedua, menjelaskan konsep mahar dalam fikih islam, termasuk 

didalamnya adalah konsep mahar  empat mazhab fikih yaitu mahar mazhab Syafi’i, 

mahar mazhab Hanafi, mahar mazhab Maliki dan mahar mazhab Hambali. Serta 

Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini difokuskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Bab ini sebagai konsep umum dan bahan perbandingan 

dengan konsep dan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang akan dibahas 

pada bab 4 dan 5 

Pada bab ketiga, mendeskripsikan lokasi penelitian meliputi sejarah 

Kabupaten Muna, sejarah masuknya Islam di Muna, gamabaran umum Kabuapten 

Muna seperti kondisi geografis, kondisi penduduk (menyangkut jumlah penduduk, 

tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan). Bab ini ditutup dengan membahas kondisi 

budaya, sosial, dan keagamaan. Pembahasanya mencakup tentang tradisi masyarakat 

Muna, sistem kekerabatan dan tipologi keagamaan masyarakat Muna. Bab ini penting 

untuk dikemukakan karena, untuk mengetahui produk (pemikiran, budaya, hukum) 

suatu bangsa atau daerah, tidak akan terlepas dari pengaruh kondisi geografis, sosial, 

sejarah yang mengawali dan mengitarinya. 

Pada bab keempat, fokus pada desrkripsi praktek mahar dalam perkawinan 

adat Muna. pembahasan pembuka yaitu konsep perkawinan dalam adat Muna sebagai 

gambaran umum. gamabaran in yang akan mengantakan pada praktek mahar dalam 

Perkawinan Adat Muna sebagai sebuah tahapan yang tidak bisa dipisahkan dalam 

tradisi masyarakat Muna. Masuk pada wilayah praktek mahar yang berdasarkan 

stratifikasi sosial yaitu, mahar golongan kaomu, walaka, anangkolaki, dan maradika, 
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serta sebagai pelengkapnya dibahas mahar kawin lari dan feteigho rumampe. 

Selanjutnya digambarkan prosesi pembahasan dan penyerahan mahar. Hasil analisis 

di bahas sebagai akhir bab ini. 

Pada bab kelima, dawali dengan bahasan praktek mahar perkawinan adat 

Muna dalam prespektif hukum Islam. Penilaian ini terhadap sub-sub tahapan 

penetapan mahar seperti, penetapan mahar, pembahasan mahar, bentuk dan kategori 

mahar dan hak kepemilkan mahar. Kemudian dieksplorasi nilai-nilai yang terkandung 

dalam praktek mahar yaitu: nilai keseimbangan, nilai musyawarah, nilai ekonomis 

dan kerahasiaan serta aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat 

Muna. Respon masyarakat terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna 

sebagai akhir pembahasan tesis ini. Memuat di dalamnya tentang respon kelompok 

konservatif, yaitu kelompok yang melindungi dan mempertahankan praktek mahar 

perkawinan adat Muna serta alasanya. Kemudian dipaparkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi munculnya kelompok konservatif dan reformis. 

Bab keenam, merupakan bab penutup. Bab ini memaparkan tentang 

kesimpulan atau inti sari dari seluruh pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yang 

terakhir adalah saran yaitu rekomendasi yang konstruktif terhadap wilayah kajian 

perkawinan khususnya praktek mahar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna ditentukan berdasarkan stratifikasi 

seseorang dalam masyarakat. Pada masyarakat Muna terdapat empat golongan 

masyarakat yaitu: golongan kaomu, golongan walaka, golongan anangkolaki dan 

golongan maradika. Penggolongan masyarkat tersebut berimplikasi pada 

perbedaan penentuan kadar mahar, yang satuannya menggunakan istilah boka dan 

suku (1 boka = Rp 24.000,- dan 1 suku = Rp 6.000,-. Golongan kaomu ditetapkan 

maharnya 20 boka, golongan walaka dengan mahar 10 boka 10 suku, golongan 

anangkolaki maharnya 7 boka dan 2 suku, serta golongan maradika dengan mahar 

3 boka dan 2 suku. Pada perkawinannya akan berbeda-beda kadar maharnya 

sesuai dengan status golongannya. Penetapan mahar berdasarkan stratifikasi sosial 

dan kepemilikan mahar perkawinan adat Muna bertentangan dengan Hukum 

Islam. Sedangkan, pembahasan mahar dan bentuk serta kategori mahar dalam 

perkawinan adat Muna sejalan dengan hukum Islam 

2. Nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar yaitu: pertama, nilai 

keseimbangan yang terdapat pada  penetapan mahar empat golongan masyarakat 

Muna, sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan (api, air, udara, dan 

131 
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tanah). Selain itu, sebagai unsur pokok pembentuk manusia yaitu: kaomu sebagai 

kepala, walaka sebagai badan, anangkolaki sebagai tangan, dan maradika sebagai 

kaki. Kedua, nilai musyawarah dalam penetapan mahar seseorang. Hal ini 

mengandung nilai bahwa, semua persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupan 

rumah tangga nanti senantiasa diselesaikan dengan cara yang komunikatif. 

Masyarakat Muna sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi 

yang dalam istilah Muna disebut doporompu. Ketiga, nilai ekonomis dan 

kerahasiaan dapat ditemukan pada prosesi penyerahan mahar. Mahar diletakan di 

atas sebuah piring yang dibungkus kain (kabintingia). Piring sebagai tempat 

makanan, mengandung makna agar rumah tangga kedua mempelai kelak 

dimudahkan rezekinya. Sementara itu kain penutup (kabintingia) penutup piring 

mengandung arti sebagai simbol harapan kedepan terhadap keluarga (polambu) 

yang terbentuk dapat dapat menjaga kerahasiaan rumah tangga.  

3. Secara umum, terdapat dua kelompok besar masyarakat yang memberikan respon 

berbeda tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Pertama adalah 

kolompok konservatif, yaitu kelompok masyarakat Muna yang merespon bahwa 

konsep dan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang sejak dahulu 

sampai sekarang dilaksanakan harus dan wajib dilindungi sebagai warisan 

budaya. Kelompok ini dimotori oleh tokoh-tokoh adat dan didukung oleh 

masyarakat Muna dari golongan kaomu secara umum. Alasan kelompok ini 

adalah praktek  mahar perkawinan adat Muna menunjukan keberadaban manusia 

dan mahar adat Muna sebagai warisan nenek moyang dan budaya. Adapun faktor 
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yang melahirkan  kelompok konservatif yaitu: tingkat pendidikan dan status 

sosial. Kedua, kelompok reformis yaitu kelompok masyarakat Muna yang 

merespon bahwa, praktek dan konsep mahar dalam perkawinan adat Muna selama 

ini harus dimaknai dan diperbaharui ulang, karena tidak sesuai lagi dengan 

falsafah hidup masyarakat Muna. Alasan kelompok ini adalah praktek mahar adat 

bertentangan dengan falsafah hidup masyarakat Muna dan pemahaman praktek 

mahar adat Muna cacat historis, serta bertentangan dengan agama (Islam). Faktor-

faktor yang melahirkan kelompok ini, yaitu: tingkat pendidikan dan pemahaman 

agama. Selanjutnya, penerimaan hukum Islam sebagai pedoman tertinggi dalam 

falsafah hidup masyarakat Muna, hanya terjaga pada tataran konseptual. Sehingga 

teori receptie in complexu yang intinya menyatakan hukum Islam yang berlaku 

bagi pemeluknya, hanya berlaku secara konseptual pula. Sementara itu, pada 

tataran praktek mahar dalam perkawinan adat Muna justru hukum adatlah yang 

lebih dominan. Dengan kata lain, pada wilayah praktek mahar pekawinan adat 

Muna, justru berlaku teori receptie. 

B. Saran 

Terdapat beberapa poin yang penulis rekomendasikan setelah menelaah dan 

menganalisis penelitian ini, yaitu: 

1. Perlu adanya upaya-upaya persuasif dalam rangka mensosialisasikan tawaran 

konsep pemabaharuan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna kepada 

masyarakat Muna. 
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2. Perlu adanya forum musyawarah adat dalam rangka membahas tawaran-tawaran 

konsep mahar yang ideal yang sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Muna, 

yaitu agama sebagai tata aturan tertinggi yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, 

kesetaraan atau persamaan. 
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Lampiran 1 

 

Prosesi Penyerahan Mahar Secara Simbolis 

 

 

Prosesi Penyerahan Mahar Faktual 

 

 



Lampiran 2 

Peta Kabupaten Muna 

 

 

       Peta Letak Pulau Muna dalam Sulawesi Tenggara 

 



Lampiran 3 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa arti dan pengertian mahar dalam perkawinan adat Muna? 

2. Bagaimana sejarah penetapan mahar dalam perkawinan adat Muna? 

3. Apa bentuk, jenis mahar dalam perkawinan  adat Muna? 

4. Bagaimana cara penentuan kadar mahar dalam perkawinan adat Muna? 

5. Bilamana pembahasan dan penyerahan mahar dalam perkawinan adat Muna? 

6. Siapa yang terlibat dalam pembahasan mahar dalam perkawinan adat Muna? 

7. Dimana umumnya prosesi pembahasan mahar dalam perkawinan adat Muna 

dilangsungkan? 

8. Bagaimana jika masyarakat Muna melanggar ketentuan mahar adat 

perkawinan? 

9. Apa nilai-nilai yang terkandung pada nilai mahar dalam perkawinan adat 

Muna? 

10. Bagaimana respon/tanggapan terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat 

Muna selama ini? 

11. Apa alasan-alasan sehingga memberikan respon/tanggapan tersebut? 
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